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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI

Menimbang

Mengingat

. a.

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan  Penyaluran  Alokasi Dana  Desa
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

bahwa sehubungan ada perubahan materi tentang penyaluran
Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta tunjangan penjabat Kepala Desa dan tunjangan BPD
dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 H, maka
Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten  Garut (Berita ~Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 221);

Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 233) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 20
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
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Pasal I

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian
dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a),
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

tunjangan Penjabat Kepala Desa;

tunjangan BPD;

biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan RT/RW;

insentif kader Posyandu; dan

mo oo o

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Penjabat
Kepala Desa, tunjangan BPD, dan Insentif Kader Posyandu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e, diberikan
setiap awal bulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember
paling lambat minggu kedua bulan berjalan.

(2a) Khusus penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan
Penjabat Kepala Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk bulan Mei, dibayarkan paling lambat akhir bulan April.

(3) Biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan RT/RW, serta pelaksanaan
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f, diberikan setiap
Triwulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun
berjalan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 4 - 2022

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN
Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 22



